NOR@@R 6 TAHUN 2@’@@

TENTANG

%ANA&EMEN ?ENWBEK&% GLEH PE%‘&BEK PﬁGAWAi NEGERE SIPIL

Menimbang:

Meangingat:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG _mm 'ESA |

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana, telah memberi kewenangan
penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana, telah memberi kewenangan
kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk
melakukan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas
penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

bahwa pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil, perlu didukung sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sehingga menghasilkan kinerja yang efekiif dan efisien;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Manajemen
Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1881 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 3208},

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 2, Tambzahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4168);

3. Peraturan .....



'_(Lembaa'an Negara Republik indonesm Tahun 1983 ‘Nomor. 38,
e .Tamiaahan Lembaraﬂ Negara Repubhk !ndones;a Nomor 3258) '

MEMUTUSK&N

- Menetapkan: ?ERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK

'_'f.._aNmNEsm TENTANG MANAJEMEN PENWD&KAN mgﬁ_-.;..f“*'
- PENYIDIKP PEGAWAI NEGER SIPIL, B

BAQ i
%(ETENYUAN UMUM

Pasal 14

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

o

Kepolisian Negara Republik Indonesia vang selanjutnya disingkat Polri adalah
alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
menegakkan hukum, serta memberikan perfindungan, pengayoman, dan pelayanan
kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang
untuk melakukan penyidikan.

Penyidik Pegawai Megeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang
untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi
dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah
koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

Penyidikan adalah serangkaian findakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang
diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan
bukii #u membuat terang tentang findak pidana yang terjadi dan guna menemukan
fersangkanya.

Manajemen Penyidikan oleh PPNS adalah pengelolaan penyidikan tindak pidana
cleh PPNS secara terencana, iercganisir, terkendali, dan dilaksanakan secara efekiif
dan efisien.

Atasan PPNS adalah PPNS yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau secara
struktural membawahi PPNS yang ditugaskan menangani perkara tindak pidana
tertentu yang menjadi kewenangannya.

Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai tindak
pidana atau pelanggaran hukum baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan
perundang-undangan lainnya.

8. Pengawasan .....
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' ?engawasaﬂ Pengama&aﬁ Peneiman aiau Pemenksaan adaiah sefangkaﬂan_”_ '
- ";'imdakan untuk mencari dan menemukan suatu penstlwa yang diduga sebagai tindak

- ;pldana ‘melalui. keg;atan seﬁaga:mana diatua' daiam peraturan perundang umdangan_ :

-sesuai dengan !mg%(up tugas dan wewenangnya : AR : Bpes

_ _gf.-adalah seseorang yang karena perbuatamya a‘tau keadaaﬂnya )
'n_b 'ki: pe&*muiaan pa%ui daﬁuga sebaga; neiaku ‘tmdak pzdana =

-:._Saksa ada!ah orang yang dapat membenkan keterangan guna kepentar;gan?.
o f’penygdskan penuntutan dan peradl!an tentaﬂg sua&u perkara pidana yang dsdengaf

ds ahat dan/aiau dial ame sendm

K@‘t@m‘agan sakss ada ah saiah saiu alai: bukii dalam perkara padana yang bempa_

-keteé'angan dari saksi mengenai suatu- pei‘astswa pidana yang ia dengar sendir, ia '_

'izha‘t send;r; dan ia aiama sendm dengan menyebu*t alasan dari pengetahuannya ﬁ:u

%(eterangan Ahia adalah keterangan yang dlbenkan oleh seseorang yang mema!akl
keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat ferang suatu perkara
pidana guna kepentmgan pemenksaan

Paﬁtunjukadaiah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya:,
baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana iu sendiri,
menandakan bahwa telah terjadi suaiu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Surat adalan berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh
pejabat. umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat
kelerangan ientang kejadian atau keadaan vang didengar, dilihat atau vyang
dialaminya sendiri, diseriai dengan alasan vyang jelas dan iegas tentang
keterangannya itu.

Keterangan ferdakwa ialah apa vang terdakwa nyaiskan di sidang ientang
perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Laporan adalah pemberiiahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau
kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat vang berwenang tentang
elah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Laporan Kejadian adaiah laporan teriulis vang dibuat oleh petugas tentang adanya
suatu peristiwa vang diduga sebagai tindak pidana, baik yang ditemukan sendiri
maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau
kewajiban berdasarkan undang-undang.

Tertangkap Tangan adalah ferlangKapnya sesecrang pada wakiu sedang
melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapz saat seielah
tindak pidana #u dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai
sebagai orang vang meiakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya
diketemukan benda vang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak
pidana atau yang merupakan hasll tindak pidana dan menunjulkan bahwa ia adalah
pelakunya atau turut melakukan atau membaniu melakukan tindak pidana Hu.

19. Tempat .....




o ididengar keterangannya
. -'-:berdasarkan iaporan ke;aduan
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_Tempat E‘{ejadian Perkaa'a yang selanjuinya dlsmgka% TP adaEah tempai: dnmaﬂa
~‘suatu tindak pidana diiakukanftergaéa dan | iempaﬁempai lain, dimana tersangka
: 'dan!a‘tau korban dan/atau barang buk%u yang berhubungan dengan tindak p{dam .
;tersebut dapai: ditemukan SRR S AT _ . S

Pemangguﬁan adaiah tmdakan uniuk manghadirkan saksg anli, atau tersangka guma"-'_: -
""" sehubungan dengan tmdak pidana yaﬂg terjad"?{.:

B Pemenksaan adaiah kegiatan uﬂ*uk mendapatkan ketefangan kejelasan, dan:-'

kesdentakan tersangka saksi ahli dan/atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur
tindak padana yang telah terjadi, se?nngga kedudukan atau peranan seseorang

- maupun barang bukii di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan datuangkan

daiam %erﬁa Acara Pemeﬂksaan

Penangkapaﬁ adalah suaiu tlndakan penyidik berupa pengekangan semen‘tara
wakiu kebebasan iersangka atau terdakwa, apabila terdapat cukup bukii seria
ketentuan hukum guna kepentingan penvidikan atau penuniutan dan/atau peradilan
dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh
Penyidik atau Penuntut Umum atau Halkim dengan penetapannya, dalam hal serta
menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pembantaran Penahanan adalah penundaan penzhanan sementara wakiu
terhadap fersangka karena alasan kesehatan (memerlukan rawat jatan atau rawat
inap) yang dikuatkan dengan keterangan dokier, sampai dengan yang bersangkutan
dinyatakan sembuh kembali.

Penggeledahan Rumah adalah tindakan penyidik uniuk memasuki rumah tempat
tinggal dan/atau fempat teriuiup fainnya guna melakukan pemeriksaan dan/atau
penyitaan barang bukil danfatau penangkapan iersangka dalam hal-hal menurut
cara-cara vang diatur dalam KUHAP.

Penggeledahan Badan adalah tindakan penyidik uniuk mengadakan pemeriksaan
badan atau pakaian tersangka guna mencari benda yang diduga keras ada pada
badannya atau dibawanya seria untuk disita.

Penyitaan adalah serangkaian iindakan penyidik uniuk mengambil alih dan/atau
menyimpan dibawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak bergerak,
berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembukiian dalam penyidikan,
penuniutan dan peradifan.

Administrasi Penyidikan adalah suaiu bentuk kegiatan dalam penatausahaan
untuk melengkapi administrasi vang diperlukan dalam proses penvidikan,

Pasal Z ...




gE _-_-A&as dalam peiaksanaan peraturan in, meilputn

_:5_";:___:_kewa§§ban , yaitu. suatu'keharusan' PPNSjunﬁuk me%akukaﬂ peﬂyadikan: ‘tmdak p:dana-f}:_.;. :
o deﬂgan keem‘masu cian pquawasan o!eb Peny:d k Pe!ﬂ -

Pasai 2

'-"-"'_:‘i.-;'legahtas yaxtu setzap i'kebu;akaa dan pmses peﬂy d;kan oieh PPNS dan keordmasi-'. f.

t-_.kebersamaan yastu penyelenggaraan penygdskaﬂ oieh PPNS dan peiaksanaan”-%
o -'kcordsnasa dan pengawasan eleh Peny:dlk Poirl dengan mehbatkan Atasan PPENS,

'-wewenang serta hlerarka masmg-masmg znstansu “l 4

'akun‘tabgiitas yaltu pertanggungjawaban proses Qenyldlkan oleh PPNS dan.

pelaksanaan keordmasz dan pengawasannya cleh Penysdak Poiri;

' profesmnal yautﬂ mekanlsme proses penyldlkan oieh PPNS seria geiaksanaan

koordinasi dan pengawasan ocleh Penyidik Polri berdasarkan teknis dan taktik -
penyldlkan serta peraturan perundanguundangan

proa;k__tlf_, yastu pelaksanaan penyidikan oleh PPNS beserta koordinasi dan
pengawasan oleh Penyidik Polri secara aktif;

menjunjung tinggi hak asasi manusia, yaitu suaiu sikap setiap PPNS dan Penyidik
Polri wajib menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan perlakuan
yang sama kepada setiap orang untuk dilayani;

efekiif dan efisien, yaitu segala upaya dan tindakan yang dilaksanakan dengan
mempertimbangkan keseimbangan vang wajar antara hasil yang akan dicapai
dengan upaya, sarana dan anggaran yang digunakan; dan

fransparansi, yailu segala upaya dan tindakan yang dilaksanakan secara jeias dan
terbuka.

Pasal 3

Tuiuan peraturan ini vaitu:

a.

sebagal pedoman dalam pelaksanaan proses penyidikan oleh PPNS maupun
koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri; dan

terwujudnya pelaksanaan penyidikan vang bersinergi dan profesional antara PPNS
dengan Penyidik Polri, dengan mengedepankan PPNS dalam menangani kasus
tindak pidana di lingkup tugas dan wewenangnya.

Pasal 4




Ruang lin gkUp peraturan 1m meiiiﬁﬁ‘ii

@

(1)

2
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PENGAWASAN PENGAMATAN o
PENEL%T s&ﬁ ATAU PEF&ER KSM?@ SERTRRTE

Pasa% 5

i'-jPengawasan pengamatan pene itaan atau pemerlksaan dzlaksanakan atas dasar i

ﬁas;! iemuan dan petugas daniatau .

b %aporan/pengaduan masyarakat yang dapat dfa;ukan secara tertuhs maupun.;f '

ilsan

'Terhadap laporanlpengaduan masyarakat sebagalmarza dzmaksud pada ayat (1) -:'
. %‘mruf b kepada peiapor dibenkan sufat 'tanda pener:maan iaporan '

"Hasal pengawasan pengamatan penehtsan atau pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), apablla dstemukan tindak pidana, dituangkan dalam.
_Eaporan kejadian _ o

Pasa_% 8 _

Laporan kéjadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaporkan kepada
Atasan PPNS dan dicatat dalam registrasi penerimaan laporan kejadian.

Laporan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal § ayat (3), berisikan uraian
singkat mengenai peristiwa yang terjadi atau dugaan ferjadinya pelanggaran pidana.

Atasan PPNS seielah menerima iaporan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menerbitkan surat perintah penyidikan dan memberi petunjuk mengenal
pelaksanaan penyidikan.

Pasal 7

Pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Paszal 5 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh petugas vang ditunjuk dan dalam
melaksanakan kegiatannya didasarkan pada keieniuan peraturan perundang-
undangan yang meniadi dasar hukumnya.

(2} Dalam



(2) -:'-Baéam ha§ pangawasan pengamaiam peneﬂr&:uan aéau pemersksaan membuﬁuhkan."__;-_ g
RIS -;;_kegsa‘éaﬂ penyeildukan PPNS memlnm baniuaﬂ kepada Penyudsk Poin s s

Pasa§ 8

| ":""f-'-_?_{{1}"--_':-'-:_';Daﬁam ha! meiakukan pengawasan pengamatan penelman aiau pemeﬂksaan'??:*_'
_:--sebagaimana dnmaksud daiam'_*?asai "5,_ maka’f-tmc%akan yang dl akukan “{erhadap”ﬁ_ .

| c.' | pengoiahan TKP

(2) Peiaksanaan pengamanan penanganan dan penga?ahan TKP sebagasmana' 5‘ _ 
.. dimaksud pada ayat (*i) dnsesuaikan dengan karakter dan bidang tugas PPNS:.
'masmg»-masmg ' ~ o

3 {3) .Daiam ha% peiaksanaan kegzatan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) .'
_membumhkan tindakan taklis dan 'tekms di TKP, PPNS dapat meminta bantuan
'kepada Penysdnk Poiri.

BAB i
PENYIDIKAN

Bagian Kesaiu
Bentuk Kegiatan

Pasal 9

(1)  Bentuk-bentuk kegiatan dalam proses penvidikan oleh PPNS sebagai berikut:
pemberitahuan dimulainya penyidikan;

pemanggilan;

penangkapan;

penahanan;

penggeledanan;

penyitaan;

pemeriksaan;

T e "0 e 0 T

baniuan hukum;

—
N

penvelesaian berkas perkars,;

j. pelimpahan .....



e B e L e e L L L L R R R L L R L L R LR L S e e L R RS A S e e e e e et e e e e i+ e e e e e e

: j '_'pel;mpahan perkara _
k. ':penghentuan gaenygdukan

o SN _",admlnlstrasz penyadakan daﬂ I

: mpehmpahan B @nygd;kan | .. ol

) '_:"'_':_:foruian kegman sehagagmaﬁa damaksud pada ayat ('i) dasesuaakan derﬁgan saiuasr,_;__,_:_”
L -“:..J.._.ikasus yang sedang d;iakukan penyz@rkan : o TR R

(3) "”_-'-Pmses penyidikan sebagalmana ﬁ;maksud pacﬁa aya‘i: ('i } d;iaksanakan dengan';"-_'.
: '_'keieniuan tidak boleh dilimpahkan kegada yetugas iain yang bukan penyzdtk dan_}%
PPNS Eamnya yemg 'iadak iercantum da!am surat permiah penyndakan :

R ("4) %F’PNS cian Peny;d:k Poire memantau pmses hukum seianjutnya sampai vonis yaﬂg
R drtetapkan -

Bagian Kedua
- Rencana Penyidikan

Pa_s_ai..ﬁ_gﬁ_
Rencana pe_hyidikan oleh PPNS dibuat dengan menentukan:
a. sasaran penyidikan,
b. sumber daya yang dilibatkan;
¢. cara bertindak;
d. wakiu yang akan digunakan; dan
e. pengendalian penyidikan.
Pasal 11

(1}  Rencana peneniuan sasaran penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf a, meliputi penetapan:

a orang yang diduga melakukan tindak pidans;
b. perbuatan pidana (kejahatan stau pelanggaran),
C. UNSUT-UNSUr pasal yang akan diterapkan; dan

d. alat buldi serta barang bukfi.

{2) Rencana .....



[Fa d "1_5'keiengkapan plranti iunak

@

&)

'-'Rencaﬂa pellhatanfpenggunaaﬂ sumber daya peﬂygdzkan sehaga:mana damaksud:jff -
'daiam Pasai 10 huruf. %:a antara iam peny;apan 5 _

g _-_tim pagaksaﬁa penysd;kan yang mempuﬂyai @’t@rztas kompetenss ﬁgjﬁ
SR _'mtegmas PR - -
| b ﬁsaraﬂa dan prasarana
e e ':_anggaran yang dtpeﬁukan dan

F Rencana penentuan cara beftmdak sebagalmana dimaksud da%am Pasai 10 hum*ar ¢
melipuii tekms dan prosedur bentuk kegnatan pemyedlkaﬂ sebaganmana dnmaksud

da%am Pasal 9.

-Rencana penentuan wakiu se%aagalmaﬂa dimaksud dalam Pasal 10 huraf d"'

ditetapkan dengan memperhatikan kegiaian penyidikan sebagaimana dimaksud’
dalam Pasal 9.

Rencana pengendalian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e
meliputi:

a. penyiapan administrasi penyidikan dengan sistim tata naskah;
b. penyiapan buku kontrol penyidikan oleh PPNS yang berisi antara lain:
1. penyusunan jadwal dan materi supervisi dan/atau asistensi;
2. penyusunan jadwal evaluasi kegiatan perencanaan, pengerganisasian
dan pelaksanaan; dan
3. pembuaian faporan kegiatan penyidikan dan data penyelesaian kasus.
Pasal 12

Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang dibuat oleh PPNS
sebelum dilakukan kegiaian penvidikan, diajukan kepada atasan PPNS dalam rangka
pengendalian perkara.

(1)

Bagian Ketiga
Pengorganisasian

Pasal 13

Dalam pelaksanaan penyidikan oleh PPNS diperivkan pengorganisasian sumber
daya yang meliputi;

a. personel PPNS;

b sarana dan pra sarana;
c. anggaran; dan
d

peraturan maupun piranti unak.
(2) Pelaksanaan ....



= .{2) Pelaksanaan pengcrgamsasaan sumbef daya sebagaamana dgmaksud pada aya‘i: (’i) o
- dilaksanakan oleh atasan PPNS iaerdasagkan hubungan dan iata §<es}a orgamsass dz .
. inngkungan mstansu PPNS I | | T '
| ﬁ Pasaﬁ m

:'-_:' --%%Jntuk peiaksanaan pengorgamsasaan personei PPMS sebaga:mana dnmaksud da am Pasa?f'-_ :

S 13 ayat (1) huref @ berdasarkan hubungan daﬂ tata cara kelga orgamsasn C§i hngkungan’
' -"ffﬁ_z_:';mstamn PPNS dengan kﬁtena SR S : i L S

: 'mempunyaa mcral bauk mtegntas dedﬁcasn dan pmfessmna?

a
b meﬂyesualkan jumlah personil PPNS céengan beban tugas yang dihadapi;
g mempus’lya; pola kerja sama antar PPNS dalam peEaksanaan penyidikan;
. membentuk team supervisi atau asistensi yvang dapat mengawasi proses
penyidikan; dan
2. menghindari hubungan subjekiiviias antara PPNS dengan tersangka.
Pasal 18

(1)  Pengorganisasian personel PPNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 avat (1)
huruf a digolongkan sebagai berikut:

a pada kasus yang mudah, dapat dilaksanakan oleh 2 (dua) PPNS;
b. pada kasus yang sedang, dapat dilaksanakan oleh 3 (tiga) PPNS;

o

pada kasus vang sulit, dapat dilaksanakan oleh 4 (empat) PPNS; dan
d. pada kasus vang sangat sulit, dilaksanakan oleh fim yang beranggotakan
paling sedikit 5 {lima) PPNS.
{2) Dalam penanganan kasus terieniu, jumiah PPNS disesuaikan dengan situasi.

Pasal 16

Kriteria penentuan kasus yang mudah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)
huruf a, antara lain:

a. dilihat dari aspek saksi, antara lain:

1. ada saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui secara langsung
peristiwa yang teradi;

2. tempat tinggal saksi berada dalam satu kecamatan dengan kantor PPNS; dan

saksi korban perbuatan pidana lebih dari 2 (dua) orang.

o. dilinat .....



| -:-"::_d:hha‘i dari aspe%( bukts sura‘i an‘tara iam

| _'-"3 | %erdapat buktg surat yang berkartaﬂ deﬂgan yerkara yang tei]adl
2 mudahdadapat dan ' A

FRE . '3 iudak dlpef!ukan bukii surat da am perkara yang d:sadak

e dilihat da;-_'_aspek petun;uk yaiiu fterdapat .

D :'_s_-:.._'ke‘%erangan‘i:ezfsangka dan barang bukti y

. :'_dalihat dan aspek ahia daiam proses nenyxdikéﬂ '{udak daperlukan ketefangan ahh

cinl%hat dan aspek iersangka ‘antara iam T

' tertangkap tangan : '

: menyerahkan diri; - _

. keberadaan_ dan identitas diketahui serta mudah didapat;
_é{éte;ahgan tersangka mudah didapat;

'- t?ﬁék lebih ﬁari 2 (dua)_ orang; dan
sehat jasmani dan rohan;

itihat dari aspek TKP, aniara lain:

mudah dijangkau;

masih uiuh; dan

w N =S oo ww—»

fidak diperlukan pengolahan TKP dalam kasus ferientu;

dilihat dari aspek barang bukdi, antara fain:

mudzah didapat;

terhadap barang bukli tidak diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
rmudah diamankan;

tidak diperlukan pengamanan khusus;

fidak diperlukan pengangkutan dengan alat khusus; dan

=

tidak diperlukan tempat khusus untuk mengamankan;
dilinat dari aspek alat khusus pendukung kepolisian, tidak diperiukan alat khusus
uniuk mendukung proses penyidikan perkara yang ditangani;

dilihat dari aspek peranan lembaga lain, tidak diperiukan peranan lembaga lain
dalam proses penyidikan perkara yang ditangani.



’? .-'_':.ada saksa yang mehhat mendengar dan mengetahua secara angsung{:-—:f:-.ﬁ

Pasai 1?’

S -Kn’reria peneniuan kasus sedang sebagalmana d maksud da&am Pasai 15 ayat (1) hufuf b (N
RS :-__'-an'iara Iasn R : . _ H

dghhai dan aspek saks: antara éam

_.':perzshwa yang %erjadl L e A i S
2. "zempat tlngga} saks& berada daiam sam kabupa’tenike‘ta dengan kantor PPNS o
| sak51 keman perbua‘ian pidana dan

a4, - tidak iebah dars 3 {inga) orang, 9

:d_@i;ihat dari aspek ba.__si(ti surat, antara lain:

1. ‘terdapat bukti surat yang berkaitan dengan perkara yang terjadi;
2. mudah didap__at;_iﬁan

3. diperlukan dalam perkara yang disidik;

ﬁi_liha‘t dari aspek petunjuk, aniara fain:

1. terdapat sebagian petunjuk yang berkesesuaian dengan keterangan para
saksi, keterangan tersangka, dan barang bukii yang ditemukan;

2. ada bukii petunjuk yang didapat mengarah kepada fersangks;

dilihat dari aspek ahli, dalam proses penyidikan perbuatan pidana yang disidik tidak
diperiukan keterangan ahli, namun apabila diperiukan ahli tersedia di wilayah hukum
penyidik;

dilihat dari aspek tersangka, antara lain:

1. tidak terganggu kesehatannya;
keberadaan dan identilas tersangka diketahui serta mudah didapat;
tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir; dan

tidak lebih dari 3 {liga) crang;

2

3

4

difihat dari aspek TKP, antara iain
1 mudah dijangkau;

2 masih uiuh;

3 diperlukan olah TKP dalam kasus terientu; dan

4 diperiukan bantuan teknis kepolisian dalam olah TKP;

g. difhat .....



S ci Eihat dara aspek barang buktz antara lam
2."_.:' o ierhadap baraﬂg i:)ukts diper ukan pemerlksaan mrenmk atau ahia
: 'tﬁdak;d' iieriukan pengamanam khusas

1 muciah didapat

3. . mudah diamankan

5l ‘i:sdak d.p_' uk' n_pengangku nf-deﬂgan aiat khusus |

'--t;dak dnpef!ukan tempat khusus untuk mengamankan o

. é&ilhat dari aspek alat khusus peﬂdukung kepo%nslan dlperlukan peralatan khusus_--_f;
o kepehsean un‘tuk mendukung proses penyldskan perkafa yang dnangan: :

-':'dahhat eiari aspek pefanan iembaga Ham daperiukan peranan lembaga lain dan.;”-
- *'mudaﬁ mendapatkamya dalam proses penyudukaﬁ perkara yang ditangani. 2

Pasai 18

~ Kriteria penenﬂsan kasus SH!K sebhagaimana dsmaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e,

_ _'a_.

R

' antara lain:

dilihat dari aspek saksi, antara lain:

tempat tinggal saksi berada dalam satu provinsi dengan kantor PPNS;
tidak lebih dari 2 (dua) orang;
bukan merupakan sumber periama;
berhubungan dengan iembaga lain;
diperiukan penierjemah; dan
untuk memeriksa saksi diperlukan prosedur/birokrasi khusus;
dilihat dari aspek bukti surat, antara lain:
1. tersedia sebagian dari bukti surat yang diperlukan;
2. sangat diperiukan; dan
3. diperiukan izin khusus untuk mendapatkan bukti surat;

ditthat dari aspek petunjuk yaiiu terdapat sebagian petunjuk yang belum sasual
antara keterangan para saksi, keterangan iersangka, dan barang bukii yang
ditemukan belum mengarah kepada tersangka;

dilihat dari aspek ahli, antara lan:
1. diperiukan keterangan beberapa ahli; dan
2. belum tersedia ahli di wilayah hukum penyidii
e. dilihat .....



- e '-:-_;-'-."d;hhat dan aspek tersangka antara iatn

g e j-'.belum dnkeiahus identitasnya
20 -_?-*Eerganggu keseha%annya

L 3 L d:ilndungi ke ompok ierientu

. memilic jabatan tertentu yang. memnhk% hak-hak khusus yang dﬁa’tw‘ dalar
""""" __'_f_undanguundang, dan S e e ' '

5 :_-ieblh darg 4 (empat) Ofang’ ” .. AR
f -'jdul&ha‘t dari aspek TKP aniara lam
R _.suiat da;angkaulgauh dar! kan‘ior PPNS

2 i‘sdak utuh dan | :

3 diper ukan pengo ahan TKP;

' 4 :d_iperifukan bantuan feknis kepolisian dalam olah TKP;

5 di;ﬁeﬁukah pengamanan khusus ferhadap TKP; dan

8. TKP leb;h dari satu lokasi pada wilayah hukum PPNS;
g. dilihat dari aspek barang bukli, antara lain:
sulit didapat;
diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
diperiukan pengamanan khusus;

diperlukan pengangkutan dengan alat khusus; dan

S A

diperiukan tempat khusus untuk pengamanan;

h. dilihat dari aspek alat khusus pendukung kepolisian, diperlukan alat khusus untuk
mendukung proses penyidikan perkara yang ditangani;

i dilihat dari aspek peranan lembaga lain, diperiukan peranan lembaga lain dalam
proses penyidikan perkara yang ditangani.

Pasal 19

Kriteria peneniuan kasus sangat sulit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat {1)
huruf d, antara lain:

a. dilihat dari aspek saksi, antara lain:
1. keberadaan saksi di luar negeri, alamat tidak jelas, daerah {erpencil;
2. kurang dari 2 (dua) orang;
3. tidak berhubungan langsung/bukan sumber pertama;

4. berhubungan .....



_'_berhubungan dengan Eembaga iam

'diper ukan pen‘{eqemah yang d sumpah
_:dlperlukan ;zan khusus da!am meraghadirkan saks&
_'_5'diperiu§<an pengamanan khusus dan e .
dmha‘k dan aspek buk‘h surat arsiara iam
: i sulﬁ ditemukan . i
_ 2 : .sangai d:periukan _ :
3 | . dlperiukan izin khusus un‘tuk meﬂdapatkan bukti surat dan
' dlperlukan pemenksaan fcrensuk ‘ierhadap bukt# surat;

dilihat dan aspek petunjuk vaitu petunjuk yang ada belum memperhhatkan -
kesesuaian antara keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukii.

vang ditemukan;

dilihat dari aspek ahli, antara lain:

1.
2.

sangai diperlukan; dan

harus didaiangkan dari luar provinsi atau luar negeri;

dilihat dari aspek tersangka, antara lain:

e

S

2 ® N OO W N

belum diketahui ideniitasnya;

terganggu kesehatannya,

dilindungi kelompok tertentuy;

lebih dari 4 (empat) orang;

dalam pemeriksaan, diperiukan penterjemah/anli bahasa;
dalam memeriksa, memeriukan izin khusus;

warga negara asing (WNA), dan

melarikan diri ke luar negerj;

dlihat dari aspek TKP, antara lain:

sulit dijangkau;
tidak utub,
diperiukan pengolahan TKP dalam kasus tertentu; dan
diperiukan bantuan teknis kepolisian dalam olah TKP.
g. dilihat .....



o h '. dal;ha‘t dars aspak barang bukt, antara Iam
_suht dldapat |

e __dxper ukan @emeraksaan fereﬂsak atau ahil

'§
2
L 3 . .-._dzperiukan pengamanan khusus S _
a4 -.f_'__diperlukan pengangkutan dengan aia‘t khusus dan g
5

5. ':_ d:peﬂukan iempai khusus untuk pengamanan

- P dmhat dari aspek alat khusus, antara iam
1. E sangai d;peréukan 3
2. ) peraiaian yang dibutuhkan perlu didatangkan dari luar negeri; dan

3, peralatan yang dibutuhkan tidak tersedia diwilayah hukum PPNS.

- i- dt!lha‘t dan aspek peranan lembaga, antara lain:
1. p_erana_n lembaga lain mutiak diperlukan; dan

2. lebih dari satu lembaga yang berperan dalam proses penyidikan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Penyidikan

Paragraf 1
Pengolahan TKP

Pasal 20

(1)  Dalam hal kasus yang memeriukan pengolahan TKP, maka tindakan yang dilakukan
oleh PPNS sebagai berikut:

a. mencari keterangan, petunjuk, barang bukii seria identitas tersangka dan
korban maupun saksi untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya; dan

b. pencarian, pengambilan, pengumpulan, dan pengamanan barang bukii,
vang dilakukan dengan metode terientu atau bantuan teknis penyidikan
seperii laboratorium forensik, identifikasi, kedokieran forensik, dan bidang ahli
lainnya.

(2) Tindaken vang dilakukan oleh PPNS dalam pengolahan THP ssbagaimana
dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara pemeriksaan di TKP.

Paragraf2 ...




(3)

(0

(2)

(1)

(2)

: Pamgmf 2 R
Pemhemahuan Bimuiamya Peny&dﬁmn

Pasaﬁ 21

' SPDP sebaganmana dimaksud pada ayat (‘i) dilampiri dengan:

a. laporan kejadian;
b, surat perintah penyidikan; dan
C. berita acara yang telah dibuat.

SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seielah diteliti kelengkapannya,
diteruskan oleh Penyidik Polri kepada Penuniut Umum dengan surat pengantar dari
Penyidik Polri.

Pasal 22

Sebelum pemberitahuan dimulainya penyidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal
21 ayat (1), PPNS dapat memberitahukan secara lisan atau telepon, surat elekironilk,
dan pesan singkat kepada Penyidik Polri guna menyiapkan bantuan penyidikan yang
sewakiu-wakiu diperiukan PPNS.

Pemberiiahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penjelasan singkat
mengenail kejadian tindak pidana afau pelanggearan, identitas pelaku atau tersangka,
barang bukti, dan rencana penyidikannya.

Pasal 23

Dalam hal SPDP telah diterima oleh Penyidik Polri, Penyidik Polri wajib menyiapkan
dukungan penyidikan vang diminia oleh PPNS.

Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan terlebih dahulu
dengan PPNS.

Paragraf 3
Pemanggilan

Pasal 24

Pemanggilan dilaksanakan sesual hukum acara pidana dan peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar hukum PPNS, dengan ketentuan:

&.

surat panggilan ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik;
b dalam ...

Dalam. hal damuia;nya penyad;kan PPNS wapb 'ier!eﬁalh dahulu membeﬂtahukan
.. dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum. melalui Penyidik Polri: dengan surat
o pemhemahuan demulamya penysdukan (SP@P) kecuah undang umdang menentukan

-iam : . , s



P -:__'_'.-;.-:isurat panggﬁan sudah daienma aieh yang bersangkuiaﬂ @@Img iambat 3 (i’aga) haﬂ.ff:-_
= :'"'"sebeium tanggai kehadwan yar%g diientukan e *

(1)

@)

(D

':-"_.3":_'.sura‘i panggiian Wajib dsberf nomor sesual keten‘tuan regtstras& mstansn PPNS yang __::.:. |
-_-bemangkutan ' : _ -

. dalem haé atasan PPNS bukan penyldik surat panggz!an d:tandatangam oeh PPNS:"_-"'}-'._'
-__._'.j'-dan diketahw oleh atasan PPNS SN ST P

-'penyampalan surat @angglian dziakmkan oleh pei:ugas yang datunjuk aieh PPNS yang '_3
o --%:sersangkutan dan diserial dengan ianda buiﬁﬁ penerimaan o nEELT Rl

.'_Idalam hai pemanggﬁan peﬁama tidak dlp@nuha tanpa alasan yang sah, d;lakukan_-
: "pemangglian kedua d;sertai sura‘t permiah membawa yang acimmlsirasmya dtbua‘t_i '
”_oieh PPNS 5 I

dalam hal membawa tersangka danlatau saksu PPNS dapat meminta bantu’éh_
kepada Penyidik Polri yang daiam peiaksanaannya dilakukan secara begsama-sama
sena dibﬁat berita acara;

‘Penyidik Poln dapat mengabuikam permmtaan tersebut setelah mempelajari dan:

mem@emmbangkan kemudian memberitahukan kepuiusannya kepada PPNS;

dalam hal yang dipanggil berdomisili di luar wilayah kerja PPNS, pemanggiia'n
dilakukan dengan bantuan Penyidik Polif yang sewilayah hukum dengan yang
dipanggil; dan

unfuk pemanggilan terhadap tersangka dan/atau saksi WNI yang berada di luar
negeri dimintakan bantuan melalui Penyidik Polri kepada perwakilan negara dimana
tersangka dan/atau saksi berada.

Pasal 25

Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g, dibuat secara
tertulis dengan melampirkan surat panggilan yang telah dibuat oleh PPNS.

Sebelum PPNS meminia baniuan secara feriulis kepada Penyidk Polr
sebagaimana dimaksud pada avai (1), perminiaan dapat didahului secara lisan
dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas seseoraﬂg yang akan
dipanggil dengan status sabagai tersangka atau saksi.

Paragraf 4
Penangkapan

Pasal 26

PPNS yang mempunyai kewenangan meilakukan penangkapan, pelaksanaannya
sesuai dengan hukum acara pidana.

(2) PPNS .....




N

&)

(1)

;:PPNS yang iudak mempunyan kewenangan melakukan penangkapan memm%a:}:_'-

i}amuan kepada Peny&d:k Poin d@ngan ke‘iez’ltuan sebagal benku‘t

a._.'_ sura‘i’. permmtaan bamuan penangkapan dﬁiujukan kepada pe;abat ‘fungss‘_f'

-'_:_Reserse Kriminal - (Reskﬂm) Polri setempat éengan meiamplrkan iapaa"ar;-_"-
'3§-ke;ad|an daﬂ iaporan kemajuaﬂ penylcilkaﬂ _perkara S e

: , : "l*ieﬁuizs kepada Penysd%k Pclri;ii‘ )
55 '__-j':sebagasmana dzmaksud pada huruf a, permmtaan dapat didahului secara lasan"ﬁ‘
: '.'-.'rdengan menyebutkanlmemelaskan kasus dan |den‘ﬂtas iersarzgka : B

c. .sufai pefmmxaan baniuan pnnangkapan memuat

1y ;deniﬁ:as tersangka _
2) uralan smgkat kasus yang ter;ada
-3) . pasai yang dilanggar; dan.
43 pemmbangan perlunya dilakukan penangkapan;

d. surat permintaan bantuan penangkapan ditandatangani oleh atasan PPNS
selaku penyidik, apabila atasan PPNS bukan penyidik, maka surat permantaan :
dltaﬂdaianganl olen PF’NS diketahui oleh atasan PPNS; -

e. apabila Pﬁenyldlk Polri mengabulkan permintaan baniuan penangkapan, maka
Penyidik Polri memberitahukan keputusannya tersebut kepada PPNS;

f. dalam pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh Penyidik Polri dengan
mengikuisertakan PPNS yang bersangkutan; dan

g. adminisirasi penyidikan kegiatan baniuan penangkapan, dibuat oleh Penyidik
Polri.

Pasal 27

Penverahan tersangka dari Penyidik Poiri kepada PPNS, wajib dituangkan dalam
pentuk Berita Acara.

Tersangka yang ditangkap dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata fidak
terbukti, maka tidak dilakukan penahanan, sehingga wajib dilepas dengan surat
periniah pelepasan dan diserahkan kepada keluarga atau kuasa hukumnya.

Paragraf 5
Penzhanan

FPasal 28

PPNS yang mempunyai kewenangan melakukan penahanan, pelaksanaannya
sesuai dengan hukum acara pidana.

(2) PPNS .....
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. o
-__setempat dengan me%amplrkan iaporan kegad;aﬂ dan !aporan kemajuan'_if
.'_'Epenyzdfkan perkara : o TR I A e

:?—"PNS yang i’idak mempunyal kewenangan me§a§<ukan penahanan memm‘ia“. _
bantuan kepada Peﬂyndak Pciﬂ derzgan ketentuan sebagas beﬂkut ' .

surat permmtaan ban‘tuan penahanan da‘tugukan kepada pejabat fung% Reskrsm

“surat permmtaan bantuan penahanan mamuat

1. identitas tersaﬂgka

2. uraian singkat Kasus yang terjadi;

3.  pasalyang dilénfggar beserta ancaman hukumannya: dan
4. pertimbangan periunya dilakukan penahanan;

surat permintaan bantuan penahanan ditandatangani oleh atasan PPNS
selaku penvidik, dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, maka surat
permintaan ditandatangani oleh PPNS, diketahui oleh atasan PPNS;

apabila Penyidik Polri mengabulkan perminiaan bantuan penahanan, maka
Penyidik Polri memberitahukan keputusan fersebut kepada PPNS;

pelaksanaan penahanan dilakukan oleh Penyidik Polri;

PPNS dalam melakukan penyidikan agar memperhatikan batas wakiu
penahanar;

dalam hal PPNS memerlukan perpanjangan wakiu penahanan uniuk
kepentingan penyidikan, mengajukan surat perminiaan bantuan perpanjangan
penahanan kepada Penyidik Polri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum
batas wakiu penahanan habis; dan

administrasi penyidikan kegiatan baniuan penahanan, dibuat oleh Penyidik
Polri.

Tersangka vang dilahan dalam keadaan sakii, berdasarkan surat keterangan
dokter, perlu dirawat di rumah sakit maka tindakan Penyidik sebagai berikut:

a.
b.

penahanan dapat dibantar;

apabila dibantar, Penyidik wailib membuat surat perintah pembantaran dan
berita acaranya,;

setelah selesal dirawat berdasarkan keterangan dokter, pembantaran dicabui
yang dilengkapi dengan surat perintah pencabutan pembantaran dan berita
acaranya;

d. daiam .....

"sebemm PPNS memmta ban&uan secara %eriuils kEpada Paﬂysdik Poirg

o :;sebaganmana dimaksud. pada huruf a, @ermmiaan dapat dsdahuaw secara Iisarz_’__f:;.
_ dengan menyebutkanfmen;eiaskan kasus dan identitas tersangka L



S

2

-

)

: _da%am hal tersangka dilanjuikan penahanamya dalengkapn dengan sumt-ﬁ :

. _perm‘iah p@nahanan §an;utan dan bersia acaranya dan

. Sama pembaniayan ‘iﬁdak dqhaiung sebagai waktu @enahanan

Pamgmf @ o
Pengge adamn o

p%ag 2@.._.._._ Pl

':'PPNS yang mempunyaa kewenangan melakukan penggeledahan peiaksaﬂaannya’: -
a sesuau c%engan nukum acara pidana, dengaﬁ ketemuan sebagai berikut: o

. surat - perminiaan izin peﬁgge!edahan kepada Ketua Pengadu!an Negen-f"
' setempat dabua‘i‘ ocleh PPNS dengan i:embusan Penyidik Polri R

sebelum surat perminiaan  izin penggeiedahan dikirim kepada Ketua'

‘Pengadilan Negeri setempat, PPNS dapat minta pertimbangan kepada_

Penyldik Polri tentang alasan perlunya dilakukan penggeledahan;

surat permintaan izin peﬂggeiedahan sebagaimana dimaksud pada huruf b,
ditanda tangani oleh atasan PPNS selaku penvidik, dalam hal atasan PPNS-
bukan penyidik, surat permintaan ditandatangani oleh PPNS diketahui o§eh _
atasan PPNS; -

setelah surat izin penggeledahan dikeluarkan cleh Ketua Pengadilan setempat
Penyidik mengeluarkan surat periniah penggeledahan vang ditandatangani

oleh atasan PPNS selaku penyidik, apabila atasannya bukan penyidik,
penandatanganan dilaksanakan oleh PPNS dan diketahui oleh atasannya; dan

dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak segera dilakukan
penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan wajib segera melaporkan
kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

PPNS yang tidak mempunyai kewenangan meiakukan penggeledahan, meminta
bantuan kepada Penyidik Polri dengan keteniuan sebagai berikui:

a.

o

surat permintaan bantuan penggeledahan ditujukan kepada pejabat Reskrim
Polri setempat dengan melampirkan Laporan Kejadian dan Laporan Kemajuan
Penyidikan Perkara;

sebelum PPNS meminta bantuan secara terivlis kepada Penyidik Polri
sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului secara lisan
dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas tersangka;

surat permintaan baniuan penggeledahan memuat antara lain
1. sasaran penggeledahan;
2. vraian singkat kasus yang terjadi;
3. pasal yang dilanggar; dan
4,

pertimbangan perlunya dilakukan penggeledahan.
d. surat ...
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Penyaiaaﬂ i

Pasaé 3@

PPNS yang mempunyal keweﬂangan melakukan penyrtaan pelaksanaanya sesaalf“
L dengan hukum acara padana dengan ketentuan sebagal benkut ' o

"3;’_.fsurai permmiaan izin penyltaan kepada Ketua Pengadlian Negen setempat}-'
o 'dnbuat o!eh PPNS dangan tembusan Penyid:k P0§ : B

.".__"';sebelum surat permmtaan lZ!ﬂ peny;taan dikarzm kepada Ketua Pengads%anif-_.
- Negeri - setemgaat PPNS  dapat minta pemmbangan kepada Penyldak Po%n 3
_--__tentang alasan perlunya dliakukan peny;taan .

"";surat permzntaan izin penyitaan sebagalmana dlmaksud pada huruf b, d;tanda“{
- tangani oleh ‘atasan PPNS 'selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS bukan:f
: _penyldik sua'at permmtaan diiandatangam oieh PPNS d;ketahua oleh aiasan-:-_
 ,PPNS - . _ o G ¥ 4 . .

'_setelah sura& izin peny;taan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan setempa% )
- Penyidik . mengeluarkan surat perintah penygtaan yang ditandatangani oleh -

atasan PPNS. selaku penyidik, ‘apabila atasannya bukan penyidik,
penandaianganan dilaksanakan oleh PPNS dan dikeizhui cleh atasannya; dan .

dalam keadaan yang sangat periu dan mendesak segera dilakukan genyttaan
setelah dilakukan penyiiaan wajib segera melaporkan kepada Keiua
Pengadiian Negen sei‘ema:)at guna memperoleh perse’tu;uan

Sa&am hal PPNS yang ‘édak mempmyas kewenangan melakukan penyntaan |
meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan sebagai benkut:

a.

surat pérmiﬁ{aan baratuaﬁ' gré@ﬁyé‘?{aan ditujukan kepada pejabat Reskrim Polri
setempat dengan melampirkan laporan kejadian dan laporan kemajuan
penvidikan perkara;

sebelum PPNS meminta baniuan secara teriulis kepada Penyidik Polr
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perminiaan dapat didahului secara lisan
dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identiias tersangka;



o d "'..'_surat p@rmmtaan banwan penyﬁaan memuat amara %am

(1)

(2

3

4

()

. _-surat-perminiaan'baniuan penyi‘taan:dzta a’}&angam oieh a‘tasan PPNS selaku

s 1N ’:.-sasaran penyﬁaan

g 2) ~ Uraian smgka‘t kasus yang tenads o

" ':-.f_-'.:':'_pasa yang dllanggar dan_

) perti mbangan I

:-'_.3-peny:dik ‘dalam hal atasan. PPNS bukan penyidik, maka surat permm‘t&anfjﬁ '

L dsiandaiangam oi&%‘a PPNS dake‘iahu oieﬁ a%asan PPNS

£ éalam hal’ Penyndik P{)%ri mengabﬁ kan permm‘taan bantuan peﬂyitaan maka:-
' '_-'égberitahukan keputusannya kepada PPNS : . :

-'peiaksanaan penyztaan diiakukan oieh Penyudnk Poin

-menyerahkan hasil. penyitaan i’:eser{a adminisirasi peny:dlkannya kepada.'
PPNS dengan benta acara penyerahan dalam rangka penyidikan lebih angut "
dan ' -

1 R acimmtsirass peny:d;kan kegiatan bantuaﬁ penyitaan, dibuat oleh Penyidik Polri. |

Pamgmf 8
Pemeriksaan

Pasal 31

Dalam hal mengumpulkan bahan keterangan, PPNS mempunyai kewenangan
melakukan pemeriksaan terhadap:

a. saksi;
b. ahli; dan
C. tersangka.

Hasil pemeriksaan terhadap saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi.

Hasil pemeriksaan terhadap ahli sebagaimana dimaksud pada ayai (1} huruf b,
dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ahili.

Hasil pemeriksaan terhadap tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢, dituangkan dalam berila acara pemeriksaan tersangka.

Dalam hal diperiukan psikologl pemeriksaan guna mendapaikan keterangan dari
saksi dan/atau tersangka, PPNS mengajukan perminiaan bantuan secara tertulis
dengan menguraikan risalah permasalahan kepada Penyidik Polri,



e ._'24 : |

Pasm 32

o (‘i) "'E}aEam hal dip@riukan pemer:ksaan barang buk‘ts déP!ait déé'iéiké?iaha_kaﬂ meiaiu.

: .-bantuan tekms pemerskaaaﬂ S
':-__ja_‘ iahoratorgum fcs‘ensnk dan o ::_-:. e
e b :dem %’ %qasa SRR

i (2) g {.;’-'Daiam hai dipeﬂukan pen;eiasan mengenas pemeﬂksaan barang buktu sebagagman_ _

. _-dsmaksud daiam ayat (‘i) dapai d:koordmasnkaﬂ teﬂebah dahuiw dengan Penyidak_ffg'
- Polri. S :

: ."_._(3) . "Da!am ha! dgper%ukan pemenksaan -ahii, PPNS dapat_ memmia bantuan secara:
R Iangsung kepada ahh dengan tembusan Penyadik Polri. o

Pasaﬁ 33

'Pefsyaraita.n bemefiksaan 'bafang buk‘ts melalui laboratorium forensik sebagaimana
' dlmaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. apoa‘an kejadzan
b. iaporan kemajuan; dan
C. berita acara penemuan, penyiiaan, penyisihan, pembungkusan, dan penyegelan

harang bukii.

Pasal 34

Persyaratan pemeriksaan barang bukti melalui ideniifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat {1) huruf b, melipuii:

a. japoran kejadian;

b iaporan kemajuan;

c. berita acara pemeriksaan saksiftersangka; dan

d dalam pemeriksaan sidik jari disertai dengan barang bukii sidik jari laten dan sidik

jari pembanding.

Paragraf 9
Bantuan Hukum

Pasal 35

(1) Dalam hal pemberian bantuan hukum ferhadap seseorang yang diperiksa selaku
tersangka, dilaksanakan menurul tata cara yang ditentukan dalam hukum acara
pidana yang beriaku.

(2) Dalam .....



RO

3

(1)

2

(3)

(D

(2)

3

. ﬁalam hai tersangka atau terdakwa d!sangka melakukan tmdak pidana yang"_"
~ diancam dengam pidana mati a‘%au ‘ancaman. psdana lima belas tahun atau lebih atau

' baga mereka yang tidak mampu yarag diancam dengan pidana lima tahun atau lebih

yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, PPNS wajib . menuﬂguk penasshat.
j_'_hukum bag! mereka untuk memberfkan bantuan dnngan cuma—cuma R T

: Pamg raf ’3 6
?enyeiesazan Berkas

Pasa! 36

Pemye&esaian berkas perkara merupakan kegua‘tan akhir dari proses penyidikan.

&kﬁsar atau kesnmpuian Kasus yang di’iangam dli‘uangkan dalam resume yang te§ h"
dsientukan penulisannya.

Resume, berita acara, dan kelengkapan adminisirasi penyidikan disusun sebagai
berkas perkara dengan urutan yang telah ditentukan.

Paragraf 11
Penyerahan Perkara

Pasal 37

Penyerahan perkara hasil penyidikan olen PPNS merupakan pelimpahan tanggung
jawab suatu perkara dari Penyidik ke Penuntut Umum.

Pelaksanaan penyerahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beriaku
terhadap acara pemeriksaan biasa, singkat, dan cepat.

Pelaksanaan penyerahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam
acara pemeriksaan biasa dan singkat melipuii:

a. tahap pertama, yaifu penyerahan berkas perkara; dan

b. tahap kedua, yaitu penyerahan iersangka dan barang bukii setelah berkas
perkara dinyaiakan lengkap oleh Penuntut Umum.

Pasal 38

Panyerahan fahap pertama berupa penyerahan berkas perkara ssbagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan surat pengantar
yvang ditandatangani oleh aiasan PPNS selaku penvidik.

Dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, sural pengantar ditandatangani oleh PPNS
vang bersangkutan dan diketahul atasan PPNS.

Pelaksanaan penyerahan berkas perkara kepada Penuniut Umum dilaksanakan
melalui Penyidik Polri.
{4) Penyidik ....



()

O]

{7

(1)

2

3)

(4)

(5}

: Penylduk Poilri yang *ie!ah menenma penyerahan beskas perkara dan PPNS :

sebagaimana dimaksud pada. ayai {3}, ‘melakukan penelitian bersama dengan_f.j

o PPNS, dan apab ila telah !engkap segera menyerahkan é{@pada P@ﬂunmt Umum.

_Apablia berkas - perkara dzkembahkan aleh Penuniut umum PPNS meiengkapl_i_-_
. sesual petunjuk Penuntut Umum yang da!am peﬁaksanaannya dlbantu oieh Penygdskgf-'
;Poln S i
S'Setelah PPNS meiengkape begkas perkara sesua; petunjuk Penuntut Umumf{:;-_;
'_sebaga:marza dimaksud pada ayat (5), PPNS wapb menyerahkan berkas perkara -
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam waktu 14 (empat belas) han

se;ak daienmanya petunjuk sebagalmana dlmaksud pada ayat (5).

'Apabi_la dalam wakiu 14 (empat belas) har_z berikas perkara tidak dikembaiikan oééﬁ

Penuntut Umum, penyidikan dianggap lengkap dan PPNS menyerahkan
tanggungiawab tersangka dan barang bukii ke Penuntut Umum melalui Penyidik-
Polri.

Pazal 39

Penyerahan fshap kedua berupa penyerahan iersangka dan barang bukii
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b, dilaksanakan setelzh
penyerahan berkas tahap pertama dinyatakan lengkap oleh JPU (P21).

Penyerahan perkara iahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Penuntut Umum dilaksanakan meiaiui Penyidik Polri.

Penyerahan iersangka dan barang bukii sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh atasan PPNS
selaku penyidik.

Dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat pengantar ditandatangani oleh PPNS
dan diketahui atasan PPNS.

Pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukli sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dibuatkan berita acaranya.

Paragraf 12
Penghentian Penyidikan

Pazal 40

Penghentian penyidikan merupakan saiah satu kegiatan penyelesaian perkara yang
ditakukan apabila:

a.
.

tidak terdapat cukup bukt,
peristiwa fersebut bukan merupakan tindak pidana;

¢. dinentiltan .....
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-aihemikan demi hukum'-karena‘ e

1. tersangka menmggai dunia;
2. tuntutan tmdak galdana telah kadaluarsa dan!a%au
3. imdak pldana ‘tersebut %eiah memperoleh putusan Hakam yang mempunya; '

Eo kekuatan hukum yang tei:ap

Sebelum 'préseé ;'ééhghe'niiéh' péhyidikfaﬁ SQEagéimaﬁa dimaksud dalam Pasai 40
dilakukan langkah-langkah sebagai berikul:
a. gelar perkara yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh Penyidik Polri;

0. apabila hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa syarat penghentian
penyidikan telah terpenuhi, maka diterbitkan Surat perintah penghentian
penyidikan yang ditandatangani oleh atasan Penvidik dan surat ketetapan
pengheniian penyidikan yang ditandatangani oleh PPNS;

C. dalam hal atasan PPNS bukan Penyidik, penandatanganan surat perintah
penghentian penyidikan dilakukan oleh PPNS  dengan diketahui oleh
atasannya; dan

d. membuat surat pemberitahuan penghentian penyidikan dan dikiimkan
kepada Penuntut Umum, Penyidik Polri dan tersangka atau keluarga atau
penasehat hukumnya.

Dalam hal penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh puiusan pra-peradilan
dan/atau diternukan adanya bukii baru, Penyidik wajib:

a. menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan;
b. membuat surat perintah penyidikan lanjutan; dan
C. melanjutkan kembali penyidikan.

Paragraf 13

Administrasi Penyidikan
Pasal 42

Administrasi penyidikan merupakan kegialan penatausahaan penyidikan untuk
menjamin keteriiban, keseragaman, dan kelancaran penyidikan berupa kelengkapan
administrasi penyidikan, sebagai berikut:

3. sampul berkas perkara;

b. isi berkas .....



‘isi berkas perkara, meliputi
1. resume;
o '-_i'a_p_oa."_an -.kéjadéaén; B |
| swatperintahtuges:
~ surat perintah penyidikan;
. béﬁ_ia acara .pem.e_?.i%ééaén TKP;
surat pemberiﬁaﬁuén d.i_muiainya penyidikan oleh PPNS;
surat peméﬁ_eriiahuan dimukainya penyidikan oleh Polri;

berita acara pemeriksaan saksifahli;

© ® N e A wN

perila acara pemeriksaan tersangka;

s
@

berita acara konfrontasi;

it
LN

berita acara penyumpahan saksi;

wank,
P>

surat panggilan;

N
o

surat perintah membawa tersangka/saksi oleh PPNS;

b
s

surat permintaan bantuan membawa tersangka/saksi;

—,
s

surat pemberitahuan permintaan bantuan membawa tersangka/saksi;

—
o

surat periniah membawa dan menghadapkan tersangka/saksi oleh
Polri;

17.  berita acara membawa dan menghadapkan tersangka/saksi;
18.  berita acara serah terima tersangka/saksi dari polii kepada PPNS;
19.  surat permintaan bantuan penangkapan;

20.  surai pemberitahuan permintaan bantuan penangkapan;

21.  surat perintah penangkapan;

22.  berita acara penangkapan;

23. surat penyerahan tersangka kepada PPNS;

Z4.  berita acara penyerahan tersangka kepads PPNS;

25.  surat perintah pelepasan tersangka;

26.  berita acara pelepasan tersangka;

27.  surai permintaan bantuan penahanan;

28. surat ...



-28.
29.
30.

31

o

Ca

35.
36.
37.
38.
39.

40.

41.
42.
43.

44,
45.
48.
47.
48.
49,
50.
51.
52.

53.

surat pnmbeﬂtahuan pﬂ;’mmiaan baniuaﬂ penahanan :
surai pemtah penahanan

beﬂta acara peﬂahanan

~-surat pembemahuan penahanan kepada keiuarga iersangka
'- sura‘t permmtaaﬁ bantuan pemamangan penahaman S _
:'surat pembeniahuan permmtaan baniuan perpanjangan penahanan

-surat permmtaan perpanjangan penahanan kepada Jaksa Penuntut

Umum;

surat perintah perpanjangan penahanan,

berita acara perpanjangan penahanan;

surat pemberitahuan perpanjangan penahanan ke keluarga tersangka;
surat permintaan perpanjangan penahanan lanjutan kepada Polri;

surat pemberitahuan permintaan perpanjangan penahanan lanjutan
kepada PPNS;

surat permintaaan perpanjangan penahanan lanjutan kepada Ketua
Pengadilan Negeri;

surat perintah perpanjangan panahanan lanjutan;
berita acara perpanjangan penahanan lanjutan;

surat pemberitahuan perpanjangan penahanan lanjutan kepada keluarga
tersangka;

surat periniah pengeluaran penahanan;

berita acara pengeluaran penahanan;

surai periniah pembantaran penzhanan;

berita acara pembantaran penahanan;

surat perintah pencabutan pembaniaran penahanan;
berita acara pencabutan pembaniaran penahanan;
surat periniah penahanan lanjutan;

berita acara penahanan lanjuian;

surat permintaan izinfizin khusus penggsledahan kepada ketus
pengadilan;

surat faporan uniuk persetujuan penggeledahan kepada ketua
pengadilan;

B4, surat .....



B4

e _2551_-.':
s
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e
et
62,
63.
64,
85.
6.
67.
68.
89.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

:-su rat p

_ _._§a§:m _n untuk
' jpengaduian

. 36_ -. -

--.-'.-'sura‘o‘: pnrm‘iah penggeiedahan e 5 R
"berﬁa acara penggeledahan rumah imggaliﬁempaﬁ tertuiup %amnya

'_ sura‘i permmtaan bantuan penggeledahan

surai: pemberatahuan permmiaan baniuan pengge%edahan L

kfmendagaaikan p fsetu_guaﬁ penyﬁaan'kepada ketua

: _'surat peﬂntah penyitaan
_ berita acara peny;taan :
- sura‘t ianda peneﬂmaan

' surat ;aermmiaan ban’man peﬂyltaan

surat pembentahuan permmtaan bantuan penyitaan;

sufat penntah penyegelan eﬁan atau pembungkusan barang bukii;
be_ﬂt_a acara penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti;
surat perintah pénge:mbaliaé -barang bukii;

berita acara pengembalian barang bukti;

surat pe}mintaan bantuan pemeriksaan labfor;

surat hasil pemeriksaan labfor;

surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi;

surat hasil pemeriksaan identifikasi;

surat perintah penghentian penyidikan;

surat ketetapan penghentian penyidikan;

surat pemberitahuan penghentian penyidikan;

surat pengiriman berkas perkara PPNS;

surat pengiriman berkas perkara Polii;

tanda terima berkas perkarz;

surat pengiriman tersangka dan barang bukdi;

berita acara serah terima tersangka dan barang bukii;

surai pelimpahan penyidikan;

berita acara pelimpahan penyidikan;

83. surat .....

'mméaaﬂ 1sz izin: khusus penyﬁaan kepada ketua pengam
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83.  surat baniuan penyelidikan; -
84.  daftar saksi; |
85.  daftar tersangka;

- 86, daftar-barang b@kﬁii; dan -

- 87, daitarisi b;eriga_}s perkara.

" Administrasi penyidikan yang dapat dilampirkan dalam berkas perkara adalah:

@, surat perintah penyelidikan;
D. laporan hasii penyeiidikan;
c. kartutik kejahatan/pelanggaran;
d. kartu sidik jari; dan
e. foto tersangka (daiam 3 posisi).

Passgi 43

Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dicatat dalam register
yang terdiri dari:

D e T

T @

T
N

laporan kejadian (B-1);

kejahatan/pelanggaran (B-2);

SPDP (B-3);

surat panggilan (B-4);

surat penintah penangkapan (B-5);

surat perintah penggeledahan (B-8);

surat perintah penyitaan (B-7);

surat perintah penyidikan dan surat perintah tugas (B-8);
penahanan (B-9);

berkas perkara (B-10);

penerimaan dan ekspedisi berkas perkara dari PPNS (B-11);
ekspedisi berkas perkara, penyarahan tersangka dan barang bukd (B-12);
barang bukii (B-13);

barang temuan (B-14);

pencarian crang dan barang (B-15);

D. perminiaan .....



p yermlniaan wsum et feperium (B “iﬁ}

o _::q. permm‘taanhzm pemersksaan (B-’é?) dan .
'- r .' pembentahuan hasz! perkembangan peﬂy:dlkan (B 18)
Pami é&-

| ".::5:':'§—'-’enye enggaraan admlmsirasa penyldskan sebagasmana dlmaksud éalam Pasai 43, PPNS:'T
-,per!u memperhaiukan hai hal sebaga; ber&kut R

. a. menghmdan kesaiahan dalam pengss:an blanko dan farmultr yang i:ersedfa

b, meiaksanakan pendataan dan pematatan secara *temb dan teratur
C. -meiakukan pendxstnbusaan dan pengafszpan surat-surat secara terlib dan %efai'ur
dan _ '

d. dikelola oleh PNS yang ditunjuk dan diberi fugas khusus uniuk kepentingan itu.

Pasal 45

Format administrasi penyidikan tercanium dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan
peraturan ini.

Paragraf 14
Pelimpahan Penyidikan

Pasal 46

(1)  Pelimpahan penyidikan dari PPNS kepada Penyidik Polri, dilaksanakan apabila:

a. peristiwa pidana yang ditangani, melipuii lebih dari satu wilayah hukum
PPNS;

b. berdasarkan pertimbangan keamanan dan geografi, PPNS tidak dapat
melakukan penyidikan; dan

c. peristiwa pidana yang ditangani, merupakan gabungan tindak pidana terientu
dan tindak pidana umum, kecuali findak pidana yang bukan merupakan
kewsnangan Penyidik Polrl.

{2} Pelimpahan penyidikan dari PPNS kepada Penyidik Polri, dilaksanakan dengan
surat pelimpahan.

(3) Dalam .....



: =
{3y Dalam pefaksaﬂaan pehmpahan penyidzkan se%agaamana dsmaksud nada ayat {2} ;
' étbuatkan bersta acara. . |
{4y Pe_laksanaan penyad;xan selanjutnya, dapat _r#ze_éiba_ikan PPNS terkait.
| ﬁa':gsan Ke?ama
o Pengend& ian -

e Pamgmﬂ o
Pengendalian Fenyaﬁskan

Pasal 47

(1) Pengendalian penyidikan dilakukan pada tahap perencanaan, pengorganisasian dan
pelaksanaan.

(2} Pengendalian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
a. atasan PPNS; dan

D. Penyidik Polri selaku koordinasi dan pengawasan penyidikan.
Paragraf 2
Atasan PPNS
Pasai 48
Atasan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, memberikan
petunjuk atau arahan fentang kegiatan penyidikan secara rinci dan ielas, untuk menghindari
kesalahan penafsiran oleh PPNS yang akan maupun sedang melakukan penyidikan.
Pasal 49
(1) Atasan PPNS dalam melakukan pengendalian penyidikan dapat berkoordinasi
dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal untuk kelancaran proses

penyidikan.

{2}  Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan
melalui kontak pribadi, rapat, dan kunjungan dinas.

Pasal 80

{1)  Aiasan PPNS menyelesaikan permasalahan vang timbul dalam penvidikan secara
profesional.

{2) Penyelesaian .....



- (2) _' ?enyelesazam masa'ah sebagamana dimaksucé pada ayai' (‘#) da a&ukan deﬂgaﬂ

S a'. s kuo;d;nasa dengan plhak aiau %ﬂSiﬂﬁS? terkai'é dan : ; o
R b membenkan cara pemecahan masaiah kepada PPNS
Paragraf 3

S Penyaduk Polri. Seiaku R T
K@m’dmasa dan Pengawasan P@nyamkam T

- -'(1) a 'Koordmasg dan Pengawasan Penyadzkan cleh Penyadik Polri sebagaimana dimaksud_'-
L _"pada Pasal 47 ayat (2) huruf b dilakukan dengan kerja sama antara Penyidik Poiﬂ_'_
dengan PPNS dalam rangka peiaksanaaﬂ pengawasan penyidikan tindak pidana. -

D) Peﬁaksanaan pengawasan penyzd&karz sebaganmana dnmaksud pada ayat (‘%) :
dnmplemen‘tasnkan dalam ben‘iuk bantuan penyidikan yang meliputi: :

a ' bantuan takiis, berupa personil maupun peralatan penyidikan;
b. ban‘tuan %eknls penyidikan;
C. bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembukiian secara iimiah; dan

Q.

bantuan upaya paksa, berupa pemanggilan, penangkapan, benahanan,
penggeledahan, dan penyitaan.
Pasal 52

Uniuk keperluan pendataan penanganan kasus pada Pusat Informasi Kriminal Nasional,
PPNS berkewaiiban melaporkan hasil penvidikannya kepada Penyidik Folri.

BAB WV
ANGGARAN
Pasal 83
{1} Segala biava vang iimbul dalam rangka pelaksanaan penyidikan oleh PPRNS
dibebankan kepada anggaran instansi PPNS sesuai dengan iugas, fungsi dan

kewenangannya masing-masing.

(2) Dalam pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penvidikan oleh Penyidik Polri
terhadap PPNS berupa bantuan penyidikan, dibebankan kepada anggaran Polri.
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